
 

BUPATI BANJAR 
PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR  60 TAHUN 2013 

TENTANG 

TUNJANGAN DAERAH BAGI PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU 

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya  mendukung pencapaian kinerja bagi 
Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan Inspektorat 
Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, 

pengawasan dan pembinaan secara komprehensif terhadap 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu 

memberikan tunjangan daerah bagi Pejabat Fungsional 
Tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan 
daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar 

tentang Tunjangan Daerah bagi Pejabat Fungsional Tertentu 
di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

  3. Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 
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  4. Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  5. Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan 

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4193); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman  

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  11. 

 
 
 

12. 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 15 M.PAN/9/2009 Tahun tentang Jabatan Fungsional 
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan 
Angka Kreditnya; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan 
Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya; 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 
tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04); 
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  15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 
Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 14); 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG TUNJANGAN DAERAH BAGI 

PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN 
INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan : 

1.   Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2.   Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar. 

3.   Bupati adalah Bupati Banjar. 

4.   Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar. 

5.   Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar. 

6.   Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu 

satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk 

kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 

7.   Jabatan Fungsional Auditor adalah jenis jabatan fungsional pada pegawai 
negeri di Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 

keahlian dan/atau keterampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri. 

8.   Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Daerah (P2UPD) adalah jabatan fungsional yang yang mempunyai ruang 
lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan 
pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di 

luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undacngan, 
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 

9.   Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai 

ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan 
kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-

undangan bidang kepegawaian (wasdalpeg) sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

10. Tunjangan daerah adalah yang tunjangan yang diberikan oleh pemerintah 

daerah berdasarkan beban kerja. 
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BAB II 

PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU 
 

Pasal 2 

 
(1) Pejabat Fungsional Tertentu meliputi : 

a. Pejabat Fungsional Auditor; 

b. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
Daerah (P2UPD); 

c. Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian. 

(2) Pejabat Fungsional Tertentu diangkat berdasarkan Keputusan Bupati selaku 
Pejabat Pembina Kepegawaian. 

(3) Pejabat Fungsional Tertentu harus memiliki sertifikat pembentukan Jabatan 
Fungsional Tertentu. 

 
 

BAB III 

TUNJANGAN DAERAH 
 

Pasal 3 
 
Pembayaran tunjangan daerah bagi Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan 

Inspektorat Kabupaten Banjar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) Inspektorat Kabupaten Banjar. 
 

Pasal  4 
 

Besaran tunjangan daerah bagi Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan 
Inspektorat Kabupaten Banjar ditetapkan berdasarkan jenjang kepangkatan dan 
beban kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 5 

 
Untuk pelaksanaan pembayaran tunjangan daerah dilakukan oleh 

Bendaharawan Gaji pada SKPD Inspektorat Kabupaten Banjar yang dilaksanakan 
setiap bulan. 
 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 

 
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banjar 
Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tunjangan Daerah Bagi Pejabat Fungsional 

Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
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Pasal 7 

 
Peraturan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. 

Agar setiap orang mengetahui,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 
 

Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal 17 Desember 2013 

BUPATI BANJAR, 

                        ttd 

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH 
 

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 17 Desember 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

                          ttd 

             H. NASRUN SYAH 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR  61 
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LAMPIRAN  : PERATURAN BUPATI BANJAR 

  NOMOR  60 TAHUN 2013 
  TANGGAL  17 DESEMBER 2013     

 

DAFTAR BESARAN TUNJANGAN DAERAH 
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU 

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN BANJAR 

 

NO 
JABATAN FUNGSIONAL 

TERTENTU 
PANGKAT  

BESARNYA 
TUNJANGAN DAERAH 

(RP) 

1 MADYA IV/a-IV/c 2.500.000,- 

2 MUDA  III/c-III/d 2.000.000,- 

3 PERTAMA III/a-III/b 1.250.000,- 

4 PENYELIA III/c-III/d 1.600.000,- 

5 PELAKSANA LANJUTAN III/a-III/b 1.000.000,- 

6 BELUM BERSERTIFIKAT - 600.000,- 

 

 
BUPATI BANJAR, 

 
                      ttd 
H.PANGERAN KHAIRUL SALEH 

 


